SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
NOMOR : 589/PL.02.5-Kpt/9208/KPU-Kab/X /2020
TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menindak lanjuti hasil rapat koordinasi
antara Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Kaimana
dengan Tim Penghubung Pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati kaimana tanggal 8 Oktober 2020 tentang yang
tertuang dalam Barita Acara Nomor : 588/PL.02.5-
BA/9208/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rapat Koordinasi
Kesepakatan Revisi Pembatasan Pengeluaran Dana
Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Kabupaten Kaimana Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang
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Mengingat

Penetapan Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2020;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1067);
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4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1059);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 20220 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi
Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
716), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
jdih.kpu.go.id/pabar



smperhatikan

enetapkan

tSATU

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 tentang
Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana
Nomor : 271.1/HK.03.1-Kpt/9208/VII/2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kaimana Nomor 517/HK.03.1-
Kpt/9208/VIII[/2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kaimana Tahun 2020;

2. Barita Acara Nomor : 588/PL.02.5-BA/9208/KPU-
Kab/X/2020 Tentang Rapat Koordinasi Kesepakatan
Revisi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana
Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAIMANA TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020.

Pembatasan Dana Kampanye dilakukan dengan
memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan
kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar
biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan
wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen

kampanye/konsultan.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kaimana Tahun 2020 adalah sebanyak Rp.
8.000.000.000,00 ( Delapan miliyar rupiah) untuk
setiap Pasangan Calon;

Sejak Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor
564 /PL.02.5-Kpt/9208 /KPU-Kab/1X /2020 Tentang
Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Dalam
Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana
Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 8 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA,
TTD
KRISTIANUS MATHIAS MATURBONGS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

”

N X
PAULUS PATTIANAKOTA
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